BAB II1

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka kesimpulan

yang dapat diambil antara lain :

1.

Cara pemenuhan ganti rugi atas tidak sahnya penangkapan, penahanan,
penghentian penyidikan/ penuntutuan dilakukan setelah proses
pemeriksaan Pra Peradilan, yang pada pemeriksaan ganti ruginya sama
seperti proses acara Pra Peradilan. Pemenuhannya dengan cara tidak
langsung dan memakan waktu lama, karena melalui suatu prosedur
birokrasi yang diatur di dalam Keputusan Menteri Keuangan No.
983/KMK.01/1983 tanggal 31 Desember 1983. Hal ini dikatakan
memakan waktu lama karena di dalam pemenuhan ganti rugi,
pihak/instansi yang kalah dalam proses Pra Peradilan harus melakukan
suatu prosedur yang bersifat hirarki kepemimpinan dan menyesuaikan
anggaran keuangan instansi tersebut melalui penyusunan suatu proposal
yang berisi anggaran-anggaran guna diajukan kepada Departeman
Keuangan.

Kendala yang dihadapi dari suatu pelaksanaan ganti rugi, adanya suatu
jangka waktu yang lama dari instansi yang kalah dalam Pra Peradilan.
Proses yang lama ini karena terdapat suatu garis komando dimana pada

setiap proses pengesahan usulan penganggaran melalui suatu persetujuan
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disetiap pimpinan pada instansi yang dibutuhkan. Jika dikaitkan dengan
jaminan perlindungan terhadap tersangka sebagai pemohon yang
dimenangkan dalam permohonan ganti rugi, sangat tidak mencerminkan
adanya perlindungan karena disaat berjalannya proses realisasi ( pencairan
dana ), pihak yang dimenangkan merasa dirugikan untuk ke dua kalinya
karena harus menunggu waktu yang begitu lama, setelah pihak yang
dimenangkan mendapat perlakuan yang tidak sesuai dengan Undang-
Undang yang diterapkan. Tidak hanya itu saja, jika dilihat dari besarnya
jumlah uang yang diberikan sebagai suatu ganti rugi, penghargaan
terhadap hak asasi manusia di Indonesia belum memenuhi harapan yang
sebagaimana mestinya atau terkadang tidak sesuai dengan apa yang

dirasakan oleh pemohon sebagai seorang yang mencari keadilan.

B. Saran

1.

Dalam melakukan suatu pemenuhan ganti rugi atas tidak sahnya
penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan
hendaknya dilakukan secara seketika dengan menggunakan anggaran
daerah dimana instansi yang dikalahkan berdomisili atau jika ada
pengaturan mengenai jangka waktunya, hendaklah ditetapkan tujuh hari
setelah dibacakannya penetapan mengenai ganti rugi sebagai suatu
cerminan dari asas beracara yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Dalam masa menunggu pemenuhan ganti rugi hendaknya Negara
memberikan tunjangan kepada pihak yang dimenangkan melalui dinas

sosial yang dibentuk khusus oleh Negara terhadap para pihak yang
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menunggu realisasi pemenuhan ganti rugi, serta perubahan suatu peraturan
mengenai besarnya ganti kerugian terhadap pihak yang dimenangkan dari
peraturan yang ada ( Keputusan Menteri Keuangan No. 983/KMK.01/1983

tanggal 31 Desember 1983 ).
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1. Terlebih dahulu menemui/ melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat ( Bupati / Walikota )
untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
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Dengan ketentuan sebagai berikut :
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Wajib melapor diri kepada pejabat pemerintah setempat (Camat/ Lurah Desa) atau kepala instansi untuk mendapat
petunjuk seperlunya.
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berakhirnya penelitian.
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* Deikian untuk dapatdipergunakan seperlunya.

Slernan, §3 April 2008

Panilera Sekretaris
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